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PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR '» TAHUN 2019

TENTANG
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Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Bahwa berdasarkan Pasal 154 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa
perubahan APBD dapat dilakukan apabila
terjadi keadaan yang menyebabkan harus
dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;

bahwa berdasarkan butir V.26 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, dijelaskan bahwa
program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-
CHT yang Dbersifat earmark, DBH-SDA
Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam
rangka otonomi khusus, DBH-DR, DAK
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Mengingat

dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi
Khusus, Dana Tambahan Infrasruktur untuk
Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana
Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan
Keuangan yang bersifat khusus dan dana
transfer lainnya yang sudah jelas
peruntukkannya serta pelaksanaan kegiatan
dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau
belum  dianggarkan dapat  dilaksanakan
mendahului penetapan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD.

bahwa berdasarkan penyesuaian keadaan dan
kebutuhan anggaran, maka perlu dilakukan
perubahan dan penggeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lingga Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4341);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tamabahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoe 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrarif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun
Anggaran 20109;
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28. Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penggeseran Anggaran
Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 135 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Lingga Tahun 2018 Nomor 135 ) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 di ubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Ringkasan Penjabaran Perubahan dan Penggeseran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tercantum dalam Lampiran la Peraturan
Bupati Ini.
2. Ketentuan Pasal 4 di ubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
Penjabaran Perubahan dan Penggeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih

lanjut dalam Lampiran Ila Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan dan Penggeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan dan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.




Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lingga.

JABATAN PARAF
SEKRETARIS DAERAH |/ Ditetapkan di Daik Lingga
ASISTEN ) pada tanggal 7} Februari 2019
KEPALA OPD )
KABAG/ SEKRETARIS | < i PATI LINGGA,
KABID OPD / SEKCAM | | .

H. S WELLO
Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal ¢ Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGG

MU, JURAMADI ESRAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR : /¢,
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